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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan oleh 

penulis dalam penelitian ini dengan judul Pengawasan Perparkiran dalam 

Rangka Pencegahan Parkir Liar Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas 

Perhubungan dengan berpijak pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Pengawasan perparkiran 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih perlu 

ditingkatkan, masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan 

pelaksanaan pengawasan. Secara teknis, mekanisme pengawasan 

dilakukan melalui patrol rutin yang terbagi ke dalam beberapa 

koordinator wilayah untuk memantau titik-titik ruas jalan secara 

spesifik. Petugas pengawas bertanggung jawab memastikan kepatuhan 

Juru Parkir resmi terhadap atribut yang digunakan (seperti seragam 

sesuai dengan zona kawasan) serta penyerahan karcis resmi kepada 

pengguna jasa sebagai bentuk transparansi retribusi daerah.  
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Pengawasan ini juga melibatkan klasifikasi zona parkir yang ketat 

terutama di titik-titik rawan parkir liar, yaitu Kawasan 1 (padat), 

Kawasan 2 (cukup padat), dan Kawasan 3 (tidak padat), di mana 

masing-masing memiliki perbedaan warna seragam Juru Parkir dan 

besaran tarif retribusi. Selain patrol terjadwal, Dinas Perhubungan juga 

menerapkan pengawasan berbasis aduan masyarakat, di mana petugas 

akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban jika 

terdapat laporan mengenai ketidaktertiban. Hal ini menunjukkan adanya 

upaya sinkronisasi angtara pengawasan administratif dan pengawasan 

lapangan secara langsung. Upaya pencegahan parkir liar dilakukan 

melalui proses kolaborasi lintas sektoral antara Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Parkir dengan Bidang Pengendalian Operasional, Satpol 

PP, serta Kepolisian. Juru Parkir liar yang terjaring dalam operasi 

penertiban akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum 

diserahkan kepada PPNS untuk diajukan sidang. Langkah ini diambil 

guna memberikan efek jera sekaligus menjaga agar ruang publik tetap 

berfungsi sesuai peruntukannya, terutama untuk aksesbilitas pejalan 

kaki. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memodernisasi sistem 

pengawasan administratif melalui Jogja Smart Service (JSS) sejak tahun 

2021. Melalui sistem satu pintu ini, seluruh izin Juru Parkir dikelola 

secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga data Juru Parkir binaan mejadi lebih 

akurat dan mudah diawasi. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan setiap 
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enam bulan sekali terhadap surat izin Juru Parkir resmi untuk 

menentukan kelayakan perpanjangan izin berdasarkan tingkat 

kepatuhan mereka terhadap regulasi yang ada.  

2. Pelaksanaan pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir 

liar masih mengalami kendala utama yang menghambat pelaksanaan 

pengawasan perparkiran, seperti keterbatasan jumlah personel 

dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus dicakup, 

kurangnya sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi informasi yang 

kurang, kurangnya peran serta masyarakat, kurangnya kesadaran hukum 

dan peningkatan volume kendaraan. Kendala-kendala tersebut dapat 

diatasi dengan solusi berupa peningkatan jumlah petugas pengawas, 

peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi teknologi informasi, 

peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan 

yang terakhir pengembangan transportasi publik guna mengurangi 

kepadatan atau volume kendaraan pribadi.  

B. Saran 

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 

Bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta perlu melakukan 

peningkatan kepatuhan atribut resmi yang sesuai dengan zona 

wilayahnya sebagai bentuk transparansi layanan kepada masyarakat. 

Selain itu, petugas Dinas Perhubungan harus memastikan bahwa setiap 

Juru Parkir menyerahkan karcis resmi yang telah diporporasi untuk 

mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan 
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kepastian hukum bagi pengguna parkir. Mempertahankan dan 

memperketat evaluasi surat izin Juru Parkir setiap 6 bulan sekali, jika 

ditemukan Juru Parkir yang tidak tertib atau melanggar aturan, maka 

tidak diperkenankan untuk memperpanjang izin sebagai bentuk sanksi 

administratif. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 

Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan 

koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian dalam 

melakukan tindakan represif terhadap praktik parkir liar yang sulit 

diatasi secara administratif. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan 

tingginya mobilitas di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah perlu 

menambah jumlah personel pengawas lapangan guna meminimalisir 

titik-titik buta (blind spots) yang sering dimanfaatkan oknum parkir liar. 

Menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan 

penyediaan lahan parkir resmi, terutama dikawasan padat wisata. 

Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan kebutuhan 

ruang parkir, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan kualitas dan 

jangkauan transportasi publik agar ketergantungan masyarakat pada 

kendaraan pribadi berkurang 

3. Bagi Juru Parkir 

Juru Parkir diharapkan untuk menaati regulasi yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dengan cara menggunakan 

atribut resmi sesuai dengan kawasan tempat Juru Parkir bertugas 
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(kawasan 1 : biru, kawasan 2 : hijau, dan kawasan 3 : orange), serta 

selalu menyerahkan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Yogyakarta pada saat memungut retribusi parkir 

kepada pengguna fasilitas parkir. Bagi para Juru Parkir yang belum 

memiliki surat izin, untuk segera mendaftarkan melalui Jogja Smart 

Service (JSS) agar dapat memiliki surat izin resmi dan menjadi Juru 

Parkir binaan resmi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Serta 

diharapkan, Juru Parkir dapat bekerja sama untuk membantu penertiban 

praktik parkir liar dengan cara melaporan praktik parkir liar kepada 

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.  

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap 

pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar dengan 

cara menggunakan fasilitas parkir resmi seusai dengan regulasi yang 

telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 

melaporkan praktik parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kota 

Yogyakarta, serta menggunakan trasnportasi publik apabila 

memungkinkan. Tindakan tersebut tentunya diharapkan dapat 

mengurangi praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. 
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Lainnya  
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